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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat 

Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Desa Cahya Bumi 

Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriftif. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling tipe purposive sampling 

dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, kuesioner dan 

wawancara. Jumlah populasi sebanyak 100 orang sehingga terdapat sempel 

sebanyak 80 responden, menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi 

sebesar 5%. Berdasarkan hasil penelitian ditujukan Bahwa Tingkat Kesadaran 

Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di 

Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

adalah positif (sadar) pernyataan tersebut dibuktikan oleh 7 indikator dengan nilai 

rata-rata persentase seluruhnya 77,5% dengan demikian responden memiliki 

kesadaran hukum positif (Sadar). Namun masih ada beberapa masyarakat yang 

belum memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal 

tersebut dapat dipengarui oleh keadaan ekonomi masyarakat, pendapatan 

masyarakat perdesaan yang masih rendah serta jarak SAMSAT yang kurang 

terjangkau oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor, Faktor 

Kesadaran Hukum Masyarakat.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine the analysis of the level of legal awareness of the 

community in paying taxes for two-wheeled motorized vehicles in Cahya Bumi 

Village, Lemembu Subdistrict, Ogan Komering Ilir (OKI) Regency. This study 

uses a quantitative approach with a descriptive method. Nonprobability sampling 

technique is used with the type of purposive sampling and data collection 

techniques used are documentation, questionnaires and interviews. The total 

population is 100 people so that there is a sample of 80 respondents, using the 

Slovin formula with a significance level of 5%. Based on the results of the study, 

it is shown that the level of legal awareness of the community in paying taxes for 

two-wheeled motorized vehicles in Cahya Bumi Village, Lempembe District, 

Ogan Komering Ilir (OKI) Regency is positive (aware), this result is evidenced 

through 7 indicators with an average percentage value of 77, 5% which shows that 

respondents have positive legal awareness (Aware). Factors that can affect public 

legal awareness in paying motor vehicle taxes are knowledge of the respective 

law, legal sanctions, and law enforcement from the authorities. However, the 

result of the study also shows that there are still people who have not fulfilled the 

obligation to pay motor vehicle taxes. This is influenced by the economic 

situation of the community, the income of rural communities is still low and the 

distance of SAMSAT is less accessible by the community, particularly in rural 

areas.  

Keywords: Legal Awareness, Motor Vehicle Tax, Community Legal 

Awareness Factors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah yang 

terdapat dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dapat kita lihat ketentuan yang 

mengatur otonomi daerah telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Pasal (1) ayat (6) menyebutkan: 

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

(dalam https://repository.widyatama.ac.id, di akses pada tanggal 19 Juli 

2020). 

Dengan adanya otonomi daerah di harapkan dapat memenuhi hak serta 

kewajibanya untuk mengatur daerahnya sendiri namun dalam pelaksanaan 

tersebut tetap di awasi oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan undang-

undang. Dalam menjalankan otonomi daerah  pemerintah daerah harus mencari 

sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan salah satunya  yaitu dari sektor 

pajak.  

Pajak menurut Adriani (dalam Kautsar, 2019: 2) pajak adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Pajak bagian terpenting dalam kehidupan negara pajak menjadi salah satu 

sumber penerimaan negara yang memberikan pengaruh besar dalam keuangan 

negara, hasil penerimaan dana pajak digunakan untuk memenuhi dan menopang 

segala keperluan pembangunan negara oleh karena itu apa bila hasil penerimaan 

pajak berjalan dengan baik dan meningkat maka kemajuan pembangunan negara 

akan dapat berjalan dengan baik dan semestinya.  

Chairil (2013: 14-17) menjelaskan bahwa dalam sumber pendapatan pajak 

terdapat dua jenis pembagian pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak 

https://repository.widyatama.ac.id/
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pusat adalah pajak yang dikelola oleh negara secara langsung meliputi Pajak 

Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan 

(PPh), Bea Materai dan lain sebagainya sedangkan pajak daerah adalah pajak 

yang dikelola oleh suatu daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah, pajak 

pusat sifatnya lebih luas  yang bertujuan untuk pembangunan negara dikelola oleh 

Direktorat Jendral Pajak atau DJP yaitu lembaga pajak resmi yang mengurus 

aspek perpajakan untuk masyarakat baik orang pribadi atau badan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal (2) Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi derah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya 

Pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu, pajak kendaraan bermotor, bea 

balik kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air 

permukaan dan pajak rokok (dalam https://jdih.kemenkeun.go.id, diakses pada 

tanggal 15 Juli 2020).  

Jenis alat transportasi terutama kendaraan bermotor sudah menjadi  salah 

satu alat transfortasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia 

saat ini. kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan utama dalam 

kehidupan guna mempermudah segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari 

karena efisien dan efektif baik dari segi biaya maupun waktu, sebagai alat 

transportasi yang mempermudah kegiatan dan banyak digunakan masyarakat 

dalam berkegiatan sehari-hari maka kendaraan bermotor memiliki pungutan yaitu 

pajak kendaraan bermotor.  

Pajak kendaraan bermotor salah satu jenis pajak kendaraan yang dipungut 

oleh pemerintah daerah yaitu provinsi, akan tetapi pada setiap kabupaten 

diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan sendiri yang bertujuan 

untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

disetiap kabupatennya meskipun demikian pada realitanya masih banyak 

masyarakat yang tidak memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor. Padahal hal tersebut sudah sangat jelas bahwa pajak memiliki fungsi 

yang sangat penting dalam sumber pendapatan negara, pajak adalah iuran atau 

pungutan dari warga negara yang dilakukan secara berkala maupun tidak berkala 

dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat  atau 

https://jdih.kemenkeun.go.id/
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singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kantor Bersama Samsat 

ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah, 

Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa 

Raharja.  

Pendapatan asli daerah berupa pajak daerah diharapkan menjadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyaraka, dengan demikian 

daerah mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri, yaitu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya. 

Menurut pendapat dari Kautsar, dkk (2019 :6) pajak memiliki empat 

fungsi yang meliputi fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber pendapatan 

negara, fungsi mengatur (regulerend) mengatur pertumbuhan ekonomi, fungsi 

(stabilitas) berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, fungsi (redistribusi) pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh 

negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.  

Dapat peneliti lihat dari beberapa  fungsi pajak yaitu  dimana fungsi 

anggaran dan fungsi mengatur adalah fungsi pokok dari pajak sendiri sedangkan 

kedua fungsi lainnya yaitu sebagai pelengkap oleh karena itu, tujuan dan fungsi 

pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya.  Perlu kita 

ketahui fasilitas-fasilitas publik seperti  jalan raya yang halus, pusat-pusat 

kesehatan masyarakat, bangunan sekolah dan fasilitas publik lainnya itu semua di 

dapat salah satunya bersumber dari sektor dana pendapat dari pembayaran pajak 

kendaraan maka dari itu sangat diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari 

masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya agar pembangunan-

pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. 

 Perlu kita ketahui kepatuhan yaitu dimana seseorang tunduk akan aturan 

dan sadar mengenai tanggung jawab suatu hal yang sudah menjadi tagung 

jawabnya menurut Nurmantu yang dikutip oleh Alfiansyah (dalam Randi, 2011: 

31) kepatuahan wajib pajak adalah suatu kesadaran wajib pajak dimana dia 

memenuhi semual hal yang menjadi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan 
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hak-hak pajak yang dia dapat (dalam http: //perpajakan.studentjournal.ub.ac.id, 

diakses pada tanggal 16 Juli 2020).  

Kesadaran hukum terutama dalam membayar pajak menjadi fokus utama 

penelitian ini, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tentunya disebabkan 

oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kesadaran membayar pajak adalah 

bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki setiap masyakat yang mempunyai 

kendaraan bermotor, oleh karena itu kesadaran membayar pajak perlu 

ditingkatkan lagi, karena apa bila pendapatan dari sektor pajak lancar seperti yang 

di harapkan  maka dapat   mempermudah negara dalam menjalankan 

pembangunan nasional dan tentunya hal tersebut sanggat memberikan keuntungan 

bagi masyarakat.  

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan 

seseorang untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya. Menurut Nasution 

(dalam Randi dkk 2016: 4) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak 

yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar 

pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam  perpajakan.studentjournal.ub.ac.id, 

diakses pada tanggal 16 Juli 2020). Tanpa ada kesadaran hukum dalam diri 

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka 

kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor  tidak akan terlaksana atau 

terpenuhi.     

Widaningrum (dalam Siti 2013: 90) mengungkapkan bahwa kemauan 

membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai dimana seseorang rela untuk 

membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang 

atau jasa. Berdasarkan paparan tersebut dapat peneliti simpulkan bawa kemauan 

seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yaitu dimana 

seseorang rela mengeluarkan dana atau mengkontribusikan sesuatu untuk 

digunakan sebagai pengeluaran umum Negara dengan tidak mengharapkan 

imbalan secara langsung (yang sudah ditetapkan oleh peraturan). 

 Penelitian yang relevan serupa juga pernah dilakukan oleh Amanda R. 

Siswanto Putri dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana dengan judul “Faktor-
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Fakor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di 

Denpasar.” Hasil dari penelitian tersebut menujukan bahwa kualitas pelayanan 

dan sanksi perpajakan secara serempak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya selain itu masyarakat wajib pajak 

harus memiliki moral yang baik dengan adanya moral yang baik maka masyarkat 

akan cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor 

Samsat Denpasar. Namun pada realitanya moral masyarakat saat ini masih sangat 

kurang hal tersebut dapat di lihat masih banyak masyarakat yang belum 

memenuhi kewajibanya untuk membayarkan pajak kendaraan khususnya 

kendaraan bermotor terlebih masih banyak lagi faktor-faktor penghabat yang 

dapat menyebabkan hal tersebut bisa terjadi sehinnga timbulah pelanggaran oleh 

wajib pajak yang bersangkutan (dalam jurnal Akuntansi, Vol 2, No.3 2012 

www.academia.edu, diakses pada tanggal 16 Juli 2020). 

Selanjutnya penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Wa Ode Aswati dkk 

dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari dengan judul 

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Muna.” Hasil 

dari penelitian tersebut menujukan masih banyak masyarakat yang tidak melunasi 

kewajiban perpajakannya dicerminkan dengan masih ada tunggakan dan denda 

pajak kendaraan  bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Kesadaran 

wajib pajak  dengan  dorongan diri sendiri dan kepercayaan masyarakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di Kabupaten Muna, dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi 

kewajibannya. Hal ini berarti jika wajib pajak 

memiliki kesadaran yang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhan.  

Penelitian di atas menunjukan masih banyak masyarakat yang belum 

melunasi tunggakan pajak yang sudah terdaftar di kantor samsat setempat hal 

tersebut serupa dengan kasus yang akan di teliti oleh peneliti dimana masih 

banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan wajib pajak yang terdaftar. 

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakaat, 
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kesadaraan dari wajib pajak sangat diperlukan untuk menjalankan kewajiban yang 

sudah di tetapkan oleh pemerintah tanpa ada kesadaran dari dalam diri  

masyarakat maka peraturan yang di buat tidak akan dapat berjalan sesuai dengan 

apa yang di harapkan (dalam jurnal Akuntansi dan keuangan, Vol 3, 2018 

www.karyailmiah.uho.ac.id, di akses pada tanggal 04 Juni 2020). 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Asrofi Langgeng Noerman Syah 

dkk dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Brebes.” Hasil 

penelitian tersebut menujukan banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor 

yang di akibatkan oleh kesadaran wajib pajak masih sangat rendah yang dapat 

dilihat dari penerimaan dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor  

Samsat Brebes. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan perkembangan 

jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi  

dengan kesadaraan dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya 

dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan yang cukup besar 

pada kantor Uptd Samsat Brebes.  

Dengan demikian di lihat dari jumlah pengguna kendaraan bermotor saat ini 

sudah semakin pesat di gunakan oleh masyarakat namun belum di imbangi 

dengan kesadaraan dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor, dari hal tersebut menujukan bawasannya kesadaraan 

wajib pajak yang masih sangat rendah menyebabkan masyarakat masih belum 

sadar mengenai pentingnya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor 

(dalam  jurnal Aksi, Vol 2, 2017 www.journal.pnp.ac.id, di akses pada tanggal 04 

Juni 2020). 

Dari beberapa hasil penelitian terdahaulu dapat peneliti simpulkan bahwa 

kendaraan bermotor saat ini semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan 

masyarakat akan tetapi pada realitanya masih banyak masyarakat yang memiliki 

kendaraan bermotor namun belum atau tidak terdaftar dari daftar jumlah wajib 

pajak di samsat setempat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran 

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor 

masih sangat kurang. 

http://www.karyailmiah.uho.ac.id/
http://www.journal.pnp.ac.id/
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 Selanjutnya dilihat dari beberapa peneliti terdahulu di antaranya ada 

beberapa kesamaan mengenai topik yang akan di diteliti yaitu seperti membahas 

kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor mengenai kewajibannya dalam 

pemenuhan pembayaran pajak serta masih banyak masyarakat yang belum 

melunasi tunggakan dalam pembayaraan pajak yang sudah terdaftar di kantor 

samsat atau yang sudah jatuh tempo pada saat tanggal pembayaran yang sudah di 

tetapkan oleh pihak yang bersangkutan.  

Namun wajib pajak belum melakukan pemenuhannya untuk membayarkan 

pajak kendaraannya  adapun perbedaan yang ada dengan penelitian terdahulu 

yaitu di mana peneliti akan lebih mengkaji terhadap penyebab masyarakat tidak 

patuh terhadap peraturan pembayaran pajak yang mencakup masyararakat yang 

sudah terdaftar di kantor samsat atau sudah di sebut dengan wajib pajak, namun 

belum dapat memenuhi tanggung jawab tersebut berupa wajib pajak membayar 

pajak tepat waktu atau tempat dengan tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan 

serta melunasi tunggakan pajak yang sudah tecatat di samsat setempat. Adapun 

ruang lingkup yang akan di kaji oleh peneliti yaitu dengan melakukan penelitian 

ke masyarakat yang telah terdaftar wajib pajak di Samsat Tugu Mulyo OKI II 

pada tingkat kecamatan.  

Susilowati (dalam  Nila 2019: 58) kesadaran dalam membayar pajak 

merupakan suatu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya, namun 

masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hal tersebut. Apabila wajib 

pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan 

menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan 

daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak 

(dalam jurnal.unrika.ac.id, di akses 03 Juli 2020). 

Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempiung Kabupaten Ogan Komering Ilir 

adalah sebuah kecamatan berpusat di Tugumulyo yang dilalui dengan Jalur Lintas 

Timur Sumatera Indonesia yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih dari 

10.642 jiwa dengan kepadatan 163 jiwa dan 16 desa/kelurahan pada setiap 

jalurnya. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah peneliti lakukan pada 

tanggal 12 Juli 2020 dengan datang langsung ke Samsat Tugu mulyo II dengan 
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melakukan metode wawancara seputar pajak kendaraan roda dua, serta melihat 

dan mendapatkan data jumlah dari wajib kendaraan yang terdaftar di samsat dari 

pegawai Samsat yang bernama bapak Aan yang bertugas sebagai pengurus khusus 

server aplikasi data penerimaan pajak di kantor Samsat Tugu Mulyo II beliau 

mengatakan Jumlah Kendaraan yang sudah terdaftar di kantor Samsat sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar Unit Kendaran yang Terdaftar di Kantor Samsat Tugu Mulyo II 

No Tahun 

Jumlah     

(Unit Kendaraan) 

1 2015 16,620 

2 2017 16,111 

3 2018 15.596 

4 2019 15,197 

        Sumber: Samsat Tugu Mulyo II Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 

 Dari data di atas ditunjukkan bahwa unit kendaraan yang sudah terdaftar di 

kantor Samsat Tugu Mulyo II dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan 

penurunan, kenaikan kendaraan bermotor dapat terjadi karena alat transportasi 

sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Namun beliau mengatakan dari 

jumlah unit yang terdaftar di samsat masih banyak dari wajib pajak yang tidak 

melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraannya karena masih 

banyak kendaraan yang tidak melunasi tunggakan yang belum terbayar hal 

tersebut dapat dilihat dari tabel  berikut: 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi tunggakan  yang belum terbayar di Samsat Tugu Mulyo II 

No Tahun 

Jumlah 

(Unit) Pokok Tunggakan 

1 2015 16,620 6,401,155,350 408,445,450 

2 2017 16,111 8,382,455,775 481,147,175 

3 2018 15.596 9,050,384,800 505,467,250 

4 2019 15,197 10,136,060,100 571,215,582 

             (Sumber: Samsat Tugu Mulyo II Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan) 
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 Data yang terlampir di atas di dapatkan melalui aplikasi khusus pajak yang 

terdapat di samsat Tugu Mulyo II yang peneliti hitung secara manual dengan 

menjumlahkan data pokok dan tunggakan dari wajib pajak perbulan dan pertahun 

sehingga terdapatlah hasil tabel di atas. 

 Dari data tabel diatas sudah sangat jelas ditujukan dimana masyarakat 

banyak yang tidak memenuhi kewajibannya utuk membayarkan pajak kendaraan 

yang sudah di data oleh kantor Samsat Tugu Mulyo II dari data di atas tabel 

tunggakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan puncak tertinggi 

peningkatan tunggakan pajak yang belum terbayar terjadi pada tahun 2019 yaitu 

sampai ke jumlah Rp. 571,215,582.  

 Jumlah yang cukup tinggi yang akan berdampak buruk untuk sumber 

pendapatan daerah dari sektor pajak, adapun yang dimaksud dengan tunggakan 

sendiri yaitu dimana masyarakat yang sudah jatuh tempo untuk melakukan 

transaksi pembayaran wajib pajak kendaraan, namun tidak dilakukan pembayaran 

sebagaimana mestinya sehingga terjadi tunggakan pembayaran.  

 Dari data yang telah peneliti dapatkan kantor Samsat Tugu Mulyo telah 

kehilangan data pada tahun 2016 hal itu terjadi bukan hanya di kantor samsat tugu 

mulyo saja melainkan di seluruh kantor Samsat Sesumutra Selatan, menurut 

informasi yang didapat data tersebut hilang karena kesalahan server Dispenda 

Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi human error yang berakibatkan data hilang 

dan tidak bisa dikembalikan lagi.  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor sebagaimana sudah di lihat dari data tunggakan sendiri masi banyak 

masyarakat wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi tanggung 

jawab dalam hal perpajakan kendaraan terutama di Samsat Tugu Mulyo II (OKI). 

Selain itu pembahasan tentang pajak dan peraturan mengenai pajak juga dipelajari 

dalam beberapa mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kwarganegaraan yaitu 

Hukum Pajak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang yang telah peneliti jelaskan maka yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah Analisis Tingkat Kesadaran 

Masyarakat dalam  Membayar Pajak Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua di Desa 

Cahya Bumi Kabupaten Ogan Komering Ilir? 

1.3 Tujuan Penelitian     

 Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesadaran hukum dari masyarakat terhadap kepatuhan dalam 

membayar pajak Kendaraan Bermotor di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing 

OKI.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis 

1.4.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum bagi 

masyarakat terkhusus dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

1.4.2 Secara Praktis  

1.4.2.1 Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi 

masyarakat untuk lebih taat dan patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah terutama untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Desa 

Cahya Bumi Kecamatan Lempung OKI. 

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Samsat Tugu Mulyo II 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi 

masyarakat khususnya di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing OKI untuk 

memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaran Bermotor. 
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1.4.2.3 Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk meningkatkan 

kesadaran hukum di masyarakat mengenai pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing OKI. 
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